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ABSTRAK 

Penelitian ini berangkat dari fenomena tradisi pitukon dalam pernikahan 

masyarakat Desa Sukolilo, yang terus dipertahankan meskipun tidak memiliki dasar 

hukum tertulis dalam hukum Islam maupun hukum positif di Indonesia. Pitukon 

merupakan pemberian dari mempelai laki-laki kepada mempelai perempuan di luar 

mahar yang telah ditentukan syariat, yang pada umumnya bernilai lebih besar dalam 

praktik pernikahan. Dalam praktiknya, tradisi pitukon kerap menimbulkan beban 

ekonomi bagi pihak laki-laki, namun masyarakat terus mempraktikkannya hingga 

saat ini. Adapun pokok permasalahan dalam penelitian ini mencakup dua hal, yaitu 

alasan subjektif yang melatarbelakangi masyarakat terus mempraktikkan pitukon 

serta bagaimana pitukon berfungsi alat kontrol sosial dalam masyarakat.  

Guna menjawab kedua pokok permasalahan tersebut, penulis menggunakan 

teori tindakan sosial yang digagas Max Weber untuk memahami motivasi individu 

dan makna subjektif yang melandasi praktik pitukon hingga saat ini. Selanjutnya, 

guna mengkaji fungsi pitukon sebagai alat kontrol sosial,  penulis menggunakan 

teori hukum sebagai sarana kontrol sosial yang dikembangkan oleh Rosce Pound. 

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan. Data penelitian diperoleh 

melalui teknik wawancara serta tanya jawab dengan pihak yang terlibat langsung 

dengan tradisi pitukon, di antaranya kepala kantor urusan agama kecamatan 

sukolilo, seorang tokoh masyarakat dan empat pelaku tradisi pitukon. Setelah data 

dari proses wawancara dikumpulkan, penulis melakukan analisis dengan metode 

kualitatif.  

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pitukon dilandasi oleh empat 

motivasi utama, yakni sebagai bentuk kepatuhan terhadap adat, simbol warisan 

budaya yang mengandung nilai-nilai simbolik, respons terhadap ekspektasi sosial, 

serta sebagai bentuk kebanggaan keluarga. Dalam perspektif Max Weber, pitukon 

tidak dapat dimasukkan ke dalam satu kategori tunggal, melainkan merupakan 

praktik sosial yang mencerminkan keempat jenis tindakan sosial secara bersamaan. 

Pertama, pitukon termasuk tindakan tradisional karena dilakukan berdasarkan 

kebiasaan yang diwariskan turun-temurun. Kedua, ia mencerminkan tindakan 

rasional berorientasi nilai, karena didasari keyakinan bahwa penghormatan 

terhadap perempuan membawa keberkahan rumah tangga. Ketiga, pitukon juga 

merupakan tindakan rasional instrumental, yang dilakukan untuk menghindari 

sanksi sosial seperti cibiran dan pengucilan. Terakhir, pitukon menunjukkan 

tindakan afektif karena dilandasi perasaan bangga, haru, dan penghormatan 

emosional terhadap pihak perempuan dan keluarganya. Berdasarkan konsep hukum 

sebagai alat kontrol sosial, pitukon merupakan bentuk kontrol sosial berbasis living 

law, hukum yang hidup dalam masyarakat dan menciptakan kepatuhan tanpa 

bergantung pada hukum formal. Ini menunjukkan bahwa hukum dalam realitas 

sosiologis tidak selalu berupa produk legislasi, tetapi juga dapat berbentuk nilai dan 

adat yang telah memperoleh legitimasi sosial dan kultural. 

 

Kata Kunci: Pitukon, Tindakan Sosial, Kontrol Sosial 
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ABSTRACT 

This research originates from the phenomenon of the pitukon tradition in the 

marriage practices of the Sukolilo Village community, which continues to be 

preserved despite lacking formal legal grounding in either Islamic law or 

Indonesia’s positive legal system. Pitukon refers to a gift given by the groom to the 

bride in addition to the religiously mandated dowry (mahr), which in practice often 

exceeds the value of the dowry itself. Although the tradition frequently imposes 

significant financial burdens on the groom’s family, it remains consistently 

observed within the community. 

The study seeks to address two central issues: first, the subjective 

motivations that underlie the persistent observance of pitukon; and second, the role 

of pitukon as a mechanism of social control within the community. 

To examine these issues, the researcher applies Max Weber’s theory of 

social action to analyze the individual motivations and subjective meanings that 

inform the pitukon practice. Additionally, Roscoe Pound’s theory of law as a means 

of social control is utilized to investigate pitukon as a form of normative regulation 

embedded within local customs. 

This study adopts a qualitative field research methodology. Data were 

collected through in-depth interviews and informal conversations with key 

informants, including the head of the local Office of Religious Affairs (KUA), a 

community leader, and four individuals who have directly participated in pitukon 

practices. The data were subsequently analyzed using interpretive qualitative 

analysis. 

The findings demonstrate that the pitukon tradition is driven by four 

principal motivations: adherence to customary norms, the preservation of cultural 

values imbued with symbolic meaning, conformity to prevailing social 

expectations, and the expression of familial pride. From the perspective of Weberian 

social action theory, pitukon cannot be singularly categorized but rather represents 

a confluence of all four ideal types of social action. It reflects (1) traditional action, 

as it is practiced based on inherited customs; (2) value-rational action 

(wertrational), as it is motivated by the belief that honoring women through pitukon 

brings marital harmony and blessings; (3) instrumental-rational action 

(zweckrational), as it serves to avoid negative social sanctions such as ridicule and 

exclusion; and (4) affective action, as it is driven by emotional sentiments such as 

pride, reverence, and affection toward the bride and her family. 

Furthermore, in line with the concept of law as a tool of social control, 

pitukon exemplifies a form of living law, an unwritten norm embedded within social 

practices that generates normative compliance independently of formal legal 

institutions. This affirms the sociological insight that law, in lived reality, is not 

limited to legislative enactments but may also encompass traditional values and 

customs that have attained collective legitimacy. 

 

Keywords: Pitukon, Social Action, Living Law, Social Control, Max Weber. 
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MOTTO 

 

“Berjalan tak sesuai rencana adalah jalan yang sudah biasa dan jalan satu-satunya 

adalah jalani sebaik kau bisa” 

(FSTVLST-Gas) 

“Di atas Sang Maha Daya semua kendali terambil alih, dengung sumbang yang 

mengganggu, buka lagi visimu, kau tahu mana urutan satu” 

(Perunggu-33x) 
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PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN 

Transliterasi adalah pengalihan tulisan dari satu bahasa ke dalam bahasa 

lain. Dalam skripsi ini transliterasi yang dimkasud adalah pengalihan tulisan bahasa 

Arab ke bahasa Latin. Penulisan skripsi ini menggunakan transliterasi Arab-latin 

yang berpedoman kepada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Nomor.158 tahun 1987 dan 

Nomor 0543b/U/1087 tanggal 22 Januari 1988. Secara garis besar uraiannya 

sebagai berikut. 

A. Konsonan Tunggal 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Alif Tidak dilambangkan Tidak dilambangkan     أ

 Ba B Be ب

 Ta T Te ت

 Ṡa Ṡ Es (dengan titik di atas) ث

 Jim J Je ج

 Ḥa ح
Ḥ 

Ha (dengan titik di 

bawah) 

 Kha Kh Ka dan ha خ

 Dal D De د

 Żal ذ
Ż 

Zet (dengan titik di 

atas) 

 Ra R Er ر

 Zai Z Zet ز

 Sin S Es س



 

 

x 

 

Huruf 

Arab 

Nama Huruf Latin Nama 

 Syin Sy Es dan ye ش

 Ṣad Ṣ Es (dengan titik di ص

bawah) 

 Ḍad Ḍ De (dengan titik di ض

bawah) 

 Ṭa Ṭ Te (dengan titik di ط

bawah) 

 Ẓa Ẓ Zet (dengan titik di ظ

bawah) 

 ain ` Koma Terbalik (di atas)` ع 

 Gain G Ge غ 

 Fa F Ef ف

 Qaf Q Ki ق 

 Kaf K Ka ك

 Lam L El ل

 Mim M Em م

 Nun N En ن

 Wau W We و

 Ha H Ha ھ

 Hamzah ‘ Apostrof ء

 Ya Y Ye ي
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B. Konsonan Rangkap karena Syaddah 

 ditulis muta’addidah مُتَ عَد ِّدَة  

 ditulis iddah عِدَّة ٌ

 

C. Ta‘ Marbûţah di Akhir Kata 

1. Bila dimatikan ditulis h 

كْمَة    ditulis ḥikmah حِّ

ة ٌعِلٌَّ  ditulis ’illah 

 

2. Bila diikuti dengan kata sandang al serta bacaan kedua itu terpisah, 

maka ditulis dengan h. 

 ’ditulis Karāmah al-Auliyā كَراَمَةُالَاوْلِّيَاءِّ 

 

3. Bila ta’ marbûţah hidup atau dengan harakat fatḥah kasrah dan ḍammah 

ditulis t atau h. 

 ditulis Zakāh al-Fiţri زكََاةُالفِّطْرِّ 

 

D. Vokal Pendek 

1. ----  َ ---- Fatḥah ditulis a 

2. ----  َ ---- Kasrah ditulis i 

3. ----  َ ---- Ḍammah ditulis u 

 

E. Vokal Panjang 

1. Fatḥah + alif 

 
 إستحسان

ditulis 

 

 

ditulis 

ā 

 
 

Istiḥsān 

2. Fatḥah + ya’ mati 

 

 أنثى

ditulis Unśā 

3. Kasrah + yā’ mati 

 

ditulis 

 

ditulis 

ī 

 
al-‘Ālwānī 



 

 

xii 

 

 العلواني
4. Ḍammah + wāwu mati 

 

 علوم 

ditulis 

 

ditulis 

 

û 

 

‘Ulûm 

 

F. Vokal Rangkap 

 

 

 

 

 

 

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan 

Apostrof 

 ditulis أأنتم

 

a’antum 

 ditulis أعدت 

 

u’iddat 

 ditulis لإنشكرتم

 

la’in syakartum 

 

H. Kata Sandang Alif +Lam 

a. Bila diikuti huruf Qamariyyah 

 ditulis القران 

 

Al-Qur’ān 

 ditulis القياس 

 

al-Qiyās 

 

b. Bila diikuti huruf Syamsiyyah ditulis dengan menggunakan huruf 

Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)nya. 

 ditulis الرسالة

 

ar-Risālah 

 ditulis النساء

 

an-Nisā’ 

 

1. Fatḥah + ya’ mati 

 

 غيرھم

ditulis 

 

ditulis 

 

ai 

 

Gairihim 

2. Fatḥah + wawu mati 

 

 قول

ditulis 

 

ditulis 

 

au 

 

Qaul 
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I. Penulisan Kata-Kata dalam Rangkaian Kalimat 

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya 

 

J. Pengecualian 

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada: 

a. Kosa kata Arab yang lazim dalam bahasa Indonesia dan terdapat dalam 

Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya hadis, lafaz, shalat, zakat 

dan sebagainya.  

b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah diLatin-kan 

oleh penerbit, seperti judul buku Al-Hijab, Fiqh Mawaris, Fiqh Jinayah 

dan sebagainya.  

c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tetapi berasal dari 

negara yang menggunakan huruf Latin, misalnya M. Quraish Shihab, 

Ahmad Syukri Soleh dan sebagainya.  

d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya 

Mizan, Hidayah, Taufiq, Al-Ma‘arif dan sebagainya. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ditulis أهل الرأي 

 

Ahl ar-Ra’yi 

 ditulis أهل السنة 

 

Ahl as-Sunnah 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Pernikahan dalam Islam dipandang sebagai sebuah ikatan spiritual dan 

moral yang kuat dan memiliki nilai kesakralan antara seorang suami dan istri,1 

yang dalam terminologi al-Quran disebut dengan mīśāqan galīẓan.2 Tujuan 

menikah bukan hanya untuk memenuhi kebutuhan seksual semata, tetapi lebih 

dari itu. Pernikahan menjadi salah satu sarana yang dapat menghadirkan 

ketenangan dalam kehidupan manusia, sebagaimana termaktub dalam kitab 

Allah Swt. surat ar-Rum ayat 21: “litaskunû ilaihā” (agar kamu merasa tentram 

kepadanya).3 Rasa tentram yang diperoleh pasca pernikahan merupakan bentuk 

kasih sayang dari Allah Swt. yang diberikan kepada pasangan suami dan istri.4  

Pemberian mahar calon suami kepada calon istri bukan merupakan 

rukun atau syarat pernikahan, namun memiliki kedudukan wajib sebagai hak 

istri yang harus dipenuhi suami sebab adanya pernikahan.5 Dalam terminologi 

 
1 Siswanto, “Memahami Makna Mīśāqan Galīẓan Dalam Al- Qur’an (Respon 

Terhadap Problrmatika di Indonesia),” Jurnal Tafakkur Vol.2 No.1 (Oktober 2021): 

hlm.27. 

 
2 M. Quraish Shihab, Tafsîr Al-Mishbâẖ : Pesan, Kesan, dan Keserasian al-

Qurʾan, Cetakan V, Surah Âli ʿImrân, Surah an-Nisâʾ 2 (Jakarta: Lentera Haiti, 2012), 

hlm.386. 

 
3 Dian Mustika Amilia dan Ahmad Zuhri, “The Concept of Dowry According to 

Imam Al Qurthubi in Tafsir Al Jami’ Li Ahkamil Quran (Tafsir Analysis of QS An Nisa 

Verse 4),” Academy of Education Journal 15, no. 2 (2024): hlm.1278, 

https://doi.org/10.47200/aoej.v15i2.2423. 

 
4 M Sidik dan Zenal Setiawan, Tinjauan Fiqh Munakahat Terhadap Perkawinan 

Tunagrahita, Jurnal Cerdas Hukum, Vol.1, No. 1 (2022): hlm.23. 

 
5 Iffah Muzammil, Fiqh Munakahat (Hukuk Pernikahan dalam Islam 

(Tangerang: Tira Smart, 2019), hlm.31-32. 

 



2 

 

 

 

Islam, mahar disebut juga dengan al- sadaqatu sebagaimana termaktub dalam 

firman Allah QS an-Nisā' ayat 4: 6 

 واتواٌالنساءٌصدقاتهنٌنحلةٌفانٌطبنٌلكمٌعنٌشيءٌمنهٌنفساٌفكلوهٌھنيئاٌمريئاٌ

Lafadz al-sadaqatu pada ayat tersebut merujuk pada makna maskawin 

atau mahar. kata tersebut dikaitkan dengan sifat dasar nihlah,7 yang  secara 

etimologis berarti pemberian yang diberikan dengan keridhaan dan kesucian 

hati.8 Oleh karena itu, substansi makna ayat ini menegaskan bahwa kewajiban 

pemberian mahar merupakan simbol penghormatan, bentuk tanggung jawab 

serta wujud kasih sayang suami terhadap isteri.9  

Berkenaan dengan jumlah atau besaran mahar tidak diatur secara spesifik 

dalam hukum Islam. Hal tersebut disebabkan karena terdapat perbedaan 

kemampuan masing-masing individu dalam memberikan mahar.10 Prinsip yang 

 
6 An-Nisâ‘ (4): 4. 

 
7 Riyan Erwin Hidayat, Moelki Fahmi Ardliansyah, dan Musyaffa Amin Ash 

Shabah, “Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad 

Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili),” MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam Dan Perbankan 

Syariah) Vol.13, No. 1 (9 Juni 2022): hal.6., 

https://doi.org/10.33558/maslahah.v13i1.3513. 

 
8 Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Imam Jalaluddin As-Suyuti, Tafsir Jalalain 

Berikut Asbābun Nūzul Ayat Surat Al-Fātihah s.d Al Isrā’ (Sinar Baru Algesindo, 2005), 

hlm.311. 

 
9 Mohammad Walid Ishaq Zai dan Sayed Ajmal Sadat, “Identification of Dowry 

(Mahr) in Islam,” Sprin Journal of Arabic-English Studies 2, vol.2, no. 02 (11 Agustus 

2023): hlm.40. 

 
10 Edo Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan 

Hukum Positif,” Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyyah (JAS) vol.3, no. 1 (10 Juni 2021): 

hlm.52, https://doi.org/10.33474/jas.v3i1.10984. 

 



3 

 

 

 

ditekankan adalah kemudahan, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. bahwa 

sebaik-baik mahar adalah yang ringan (mudah).11  

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, ketentuan pemberian mahar 

diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 30: “Calon mempelai pria 

wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan 

jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak”.12 Pemberian mahar atau maskawin 

tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang 

perkawinan. Pengaturan lebih rinci mengenai mahar baru ditemukan dalam KHI 

Nomor 1 Tahun 1991, khususnya Bab IV Pasal 30 sampai dengan Pasal 38.13  

Desa Sukolilo, yang terletak di Kabupaten Pati, Provinsi Jawa Tengah, 

merupakan salah satu komunitas masyarakat suku Jawa yang masih 

mempertahankan kekayaan tradisi budaya secara lestari. Nilai-nilai kearifan 

lokal yang diwariskan secara turun-temurun terus dijaga dan dijalankan dalam 

kehidupan sehari-hari. Masyarakat di desa ini menjunjung tinggi warisan 

leluhur, dan wujud penghargaan terhadap tradisi tersebut tercermin dari 

komitmen kolektif mereka dalam melestarikan berbagai praktik adat, termasuk 

dalam tata cara pelaksanaan pernikahan.14 

 
11 Kuswandito, Heru,dkk,“Hukum Melamar dan Mahar Dalam Islam: Perspektif 

Ekonomi Atas Hak dan Kewajiban Finansial Dalam Pernikahan,” El-Arbah (Jurnal 

Ekonomi,Bisnis dan Perbankan Syariah) Vol.IX No.I (2025): hlm.9, 

https://doi.org/10.34005/elarbah.v9i1.4570. 

 
12 Pasal 14. 

 
13 Ferdian, “Batasan Jumlah Mahar (Maskawin) Dalam Pandangan Islam Dan 

Hukum Positif,” hlm.55. 

 
14 Wawancara dengan Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, Sukolilo, Pati, 

tanggal 3 Februari 2025 
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Istilah tradisi apabila dilihat dari asal-usul katanya, berasal dari bahasa 

Latin yakni traditium, yang mengandung arti segala bentuk warisan di masa 

lalu. Tradisi mencakup hasil cipta dan karya manusia, baik yang bersifat 

material maupun non-material. Seperti kepercayaan, mitos, praktik kebudayaan, 

hingga institusi sosial, yang diwariskan secara turun-temurun. Suatu tradisi 

yang diterima, akan mengakar dan terefleksi dalam kehidupan masyarakat 

pendukungnya, menjadi baagian yang hidup dalam budaya mereka.15 

Praktik pemberian dalam pernikahan pada masyarakat Desa Sukolilo 

memiliki keselarasan dengan konsep mahar dalam hukum Islam dan hukum 

positif di Indonesia.  Namun, terdapat keunikan dalam tradisi setempat, yakni 

pemberian tidak hanya tidak terbatas pada mahar, tetapi juga mencakup 

pemberian tambahan yang dalam tradisi masyarakat setempat disebut pitukon. 

Fenomena pemberian mahar dan pitukon dalam pernikahan tradisional di Desa 

Sukolilo sangat menarik karena keduanya merupakan elemen penting dalam 

proses pernikahan. Dalam praktiknya, perhatian masyarakat sering kali lebih 

besar terhadap pitukon dibandingkan mahar, sehingga menjadikannya faktor 

penentu dalam kelangsungan pernikahan.16 

Dalam bahasa Jawa, pitukon atau tukon berarti pembelian. Namun 

maknanya bukan merujuk pada upaya membeli nilai seorang perempuan. 

Pitukon lebih tepat dipahami sebagai bebungah atau simbol untuk 

 
15 Najma Salamah dkk., Ketaatan Sosial di Dalam Tradisi Saparan pada 

Masyarakat Desa Kopeng Salatiga, Jurnal Kultur, Vol.2, No.2, hlm.151. 

 
16 Wawancara dengan Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, Sukolilo, Pati, 

tanggal 3 Februari 2025 
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mengekspresikan kesenangan dan penghormatan dari pihak laki-laki dalam 

meminang wanita pilihannya, yang diwujudkan dalam bentuk materi. 17 

Menurut tokoh masyarakat setempat, tidak terdapat ketentuan baku atau 

(beliau menyebut dengan istilah pakem) mengenai besaran dan jenis pitukon.18 

Meskipun demikian, pada praktiknya, pitukon kerap kali memiliki nilai yang 

cukup fantastis, bahkan melebihi nilai mahar atau maskawin yang diberikan. 

Pada mulanya, pemberian pitukon diwujudkan dalam bentuk hewan ternak, 

seperti kerbau. Namun, seiring berkembangnya zaman dan kondisi sosial 

ekonomi, bentuk pemberiannya mengalami transformasi menjadi kedaraan 

bermotor seperti sepeda motor dan mobil, maupun uang tunai dalam jumlah 

yang besar.19  

Pada praktiknya, tradisi pitukon telah mengalami pergeseran makna. 

Dari yang semula dipandang sebagai kewajiban simbolis dalam 

penyelenggaraan pernikahan, kini pemberian pitukon dalam jumlah yang besar 

atau mewah cenderung dipahami sebagai tolak ukur kepantasan yang berlaku  

di kalangan masyarakat Sukolilo. Akibatnya,  ketidakmampuan calon mempelai 

laki-laki dalam memenuhi pitukon sesuai dengan ekspektasi sosial yang 

berlaku, kerap berujung pada stigma negatif atau menjadi sasaran pembicaraan 

yang kurang menyenangkan di lingkungan sosial desa. Demi menjaga citra 

 
17 “Adat dan Tradisi - Kalurahan Sendangsari,” diakses 30 Januari 2025, 

https://sendangsari.id/artikel/2020/12/31/adat-dan-tradisi. 

 
18 Wawancara dengan Widodo, Tokoh Masyarakat Desa Sukolilo, Sukolilo, Pati, 

tanggal 3 Februari 2025 

 
19 Wawancara dengan Amrullah, Kepala KUA Kecamatan Sukolilo, Sukolilo, Pati, 

tanggal 3 Februari 2025 
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sosial dan menghindari stigma negatif, tidak sedikit masyarakat yang  rela 

berhutang dalam jumlah besar demi menyesuaikan diri dengan standar sosial 

tersebut. Bahkan terdapat pula beberapa orang yang sampai menyewa hewan 

ternak seperti kerbau atau kendaraan mewah, hanya untuk ditampilkan dalam 

prosesi pernikahan, semata-mata agar tampak mampu memberikan pitukon 

dalam jumlah yang besar.20  

Dalam tradisi pernikahan di Sukolilo, pitukon dianggap sebagai elemen 

yang harus dipenuhi dalam adat pernikahan masyarakat setempat seperti halnya 

mahar. Akibatnya, jika pitukon tidak dapat dipenuhi, maka pernikahan sering 

kali tidak dapat dilaksanakan, sehingga tradisi ini berpotensi menjadi 

penghalang dalam mewujudkan pernikahan. Selain itu, ketidakadaan pitukon 

dalam pernikahan menjadi hal tabu di kalangan masyarakat dan menyebabkan 

bahan perbicangan.21 

Masyarakat dan tradisi merupakan dua hal yang tidak dapat 

dipisahkan.22 Tradisi terbentuk dari praktik sosial yang diwariskan secara turun-

temurun dan terus lestari dalam masyarakat.23 Dalam masyarakat Sukolilo, 

tradisi pitukon menunjukkan bagaimana norma sosial meskipun tidak tertulis, 

 
20 Ibid. 

 
21 Ibid. 

 
22 Darmiyanto Darmiyanto dan Azman Arsyad, “Konsep Belis dalam Tradisi 

Perkawinan Masyarakat di Manggarai Timur; Perspektif Perbandingan Mazhab Hanafi dan 

al-Syafi’i,” Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab dan Hukum, 9 Juni 

2021, hlm.423. 

 
23 Lilis, “Tradisi-Tradisi Dalam Pembagian Harta Warisan di Masyarakat 

Minagkabau,” Jurnal Siwayang Vol.2 No.1 (2023): hlm.9. 
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namun dapat berfungsi layaknya hukum yang mengatur perilaku masyarakat 

dalam melaksanakan pernikahan. Dengan kata lain, adat yang berlaku 

merupakan bagian dari budaya masyarakat yang menjadi dasar pembentukan 

hukum.Selain itu, tradisi yang berkembang dalam masyarakat juga berperan  

sebagai pedoman dalam bersikap dan menjalankan kehidupan sosial, dengan 

konsekuensi berupa sanksi bagi individu yang melanggarnya.24 

Mengacu pada uraian latar belakang di atas, penyusun tertarik untuk 

melakukan analisis penelitian dengan judul “Tradisi Pitukon Pada Pernikahan 

Perspektif Tindakan Sosial (Studi Pada Masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan 

Sukolilo, Kabupaten Pati)”. 

Penelitian ini menjadi menarik dan penting untuk dikaji karena 

fenomena tradisi pitukon masih terus dilestarikan masyarakat Desa Sukolilo, 

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati, walaupun tidak terdapat aturan tertulis 

yang mengatur mengenai hal tersebut. Selain itu, tradisi pitukon dengan standar 

yang “mewah” dan jumlahnya yang fantastis mempunyai dampak yang 

memberatkan bagi calon mempelai laki-laki. Terlebih lagi calon mempelai laki-

laki juga harus memenuhi mahar dan srah-srahan. Namun menariknya 

masyarakat setempat tetap berkeinginan untuk melestarikan tradisi pitukon. 

Dengan menggunakan perspektif sosiologi hukum, kajian ini berupaya 

menyajikan analisis mendalam mengenai peran  pitukon sebagai norma sosial 

yang mengikat. 

 
24 Jamiliya Susantin, “Tradisi Bhen-Gibhen Pada Perkawinan Adat Madura 

Perspektif Sosiologi Hukum,” Tesis Fakultas Sayriah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, 

Yogyakarta, 2018, hlm.120. 
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B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, dapat dirumuskan pokok 

permasalahan yang menjadi fokus utama dalam penelitian . Adapun dua 

pertanyaan tersebut sebagai berikut: 

1. Apa makna subjektif dalam pelaksanaan pitukon dan bagaimana tradisi 

pitukon sebagai tindakan sosial menurut Max Weber? 

2. Bagaimana tradisi pitukon berfungsi dalam membentuk keteraturan sosial 

masyarakat Desa Sukolilo?  

C. Tujuan dan Kegunaan 

1. Tujuan Penelitian 

a. Untuk mengetahui alasan dan motivasi sosial yang mendorong 

masyarakat Desa Sukolilo mempertahankan tradisi pitukon dan 

menganalisisnya menggunakan teori tindakan sosial Max Weber. 

b. Untuk menjelaskan bagaimana tradisi pitukon berfungsi sebagai alat 

kontrol sosial dalam masyarakat Desa Sukolilo. 

2. Kegunaan Penelitian 

b. Secara Teoritis 

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan 

pengetahuan dalam studi hukum keluarga Islam khususnya dalam 

perihal pemberian selai mahar, dalam hal ini pitukon. Selain itu, 

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam 

pengembangan kajian sosiologi hukum. 

c. Secara Praktis 
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Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi, sehingga dapat 

berguna bagi studi lebih lanjut dai bidang terkait. 

D. Telaah Pustaka 

Telaah pustaka merupakan analisis terhadap berbagai hasil penelitian 

atau karya ilmiah yang relevan dengan tujuan untuk mengukur cakupan materi 

terkait subjek pembahasan dan mengetahui perbedaan atau unsur kebaruan 

dengan penelitian yang sudah ada.25 Untuk menghindari penelitian yang 

sifatnya berulang maka akan diuraikan beberapa penelitian terdahulu. 

Pertama, Tesis yang ditulis oleh Anifa Nur Faidah, dengan judul “Tradisi 

Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Desa 

Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo)”. Penelitian yang 

dilakukan oleh Anifa menyebutkan bahwa di Desa Hargotirto Kecamatan 

Kokap Kabupaten Kulon Progo terdapat tradisi unik dalam pernikahan yang 

disebut peningset dan tukon. Tradisi peningset merupakan pemberian biasanya 

berupa uang, dari pihak laki-laki (yang melamar) kepada pihak perempuan pada 

saat peminangan dengan tujuan sebagai pengikat. Sedangkan tukon berarti 

pemberian (tradisi terdahulu berupa beras, ayam dan keperluan dapur, sekarang 

berupa uang) dari pihak laki-laki kepada pihak perempuan untuk keperluan 

acara pernikahan yang akan digelar.  Pemberian peningset dilakukan ketika 

 
25 Gugun El- Guyani, Siti Munahayati, dan A. Hashfi Luthfi, “Pedoman Penulisan 

Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” 2021, hlm.8. 
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peminangan telah diterima oleh pihak wanita, sedangkan tukon diberikan saat 

menjelang hari pernikahan. 26 

Penulis berusaha mengkaji mengapa praktik peningset dan tukon terus 

berlangsung hinggaa saat ini dan bagaimana jika kedua tradisi tersebut ditinjau 

dari perspektif sosiologi hukum Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 

masyarakat masih terus melestarikan peningset dan tukon dengan alasan 

mengikuti tradisi terdahulu atau nguri-nguri tradisi. Selanjutnya, tradisi 

peningset dan tukon disebut al-‘urf dalam kajian sosiologi hukum Islam. 

Peningset apabila dilihat dari kuantitasnya dikategorikan sebagi ‘urf yang 

khusus. Jika dilihat dari peletakannya, peningset dan tukon termasuk ‘urf fi’li. 

Kemudian, berdasarkan anggapan masyarakat yang menyebutkan bahwa 

peningset sebagai salah satu syarat sah sebuah peminangan, maka peningset 

dikategorikan ‘urf yang fasid. Hal tersebut disebkan karena adanya anggapan 

memperbolehkan laki-laki meminang pinangan orang lain. Padahal jelas haram 

hukumnya meminang wanita yang telah dipinang orang lain jika yang pertama 

sudah diterima, kecuali peminangan oertama mengizinkannya. Kajian pada 

tesis di atas menggunakan pendekatan sosiologi hukum Islam untuk meneliti  

objek peningset dan tukon di Desa Hargotirto, Kulon Progo. Penelitian yang 

akan dilakukan memiliki kesamaan dalam topik penelitian, yakni membahas 

mengenai pemberian dalam pernikahan  selain mahar. Namun terdapat 

perbedaan di antara keduanya. Objek penelitian yang terbaru mengkaji tradisi 

 
26 Anifa Nur Faidah, “Tradisi Peningset dan Tukon Perspektif Sosiologi Hukum 

Islam (Studi Kasus Desa Hargotirto Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo),” Tesis 

Fakultas Sayriah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022. 
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pitukon di Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Adapun analisis 

yang digunakan dalam penelitian adalah menggunakan teori tindakan sosial 

Max Weber.27 

Selanjutnya, tesis yang ditulis oleh Jamilatuz Zahrah dengan judul 

“Tradisi Bhen Ghiben Dalam Perkawinan Adat Masyarakat Madura (Di Desa 

Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep)”. Dalam penelitian ini 

menjelaskan bahwa tradisi bhen ghiben atau disebut juga sebagai pamogih 

merupakan pemberian dari pihak mempelai laki-laki yang biasanya berupa 

perabotan dalam kamar (ranjang, kasur, seprei, selimut, bantal, lemari, meja rias 

dan baju), perlatan untuk keperluan dapur (piring, sendok, gelas, mangkok), 

perabotan ruang tamu (meja dan kursi) dan kendaran yang disesuaikan dengan 

kemampuan. 28 

Penelitian di atas membahas mengenai alasan masyarakat Desa Sera 

Barat, Sumenep, terus melestarikan tradisi bhen ghiben dan bagaimana tinjauan 

bhen ghiben berdasarkan teori maslahah. Berdasarkan hasil penelitian, Tradisi 

ini terus dilestarikan sebab memiliki makna yang sangat mendalam dari segi 

budaya maupun sosial. Bukan suatu keharusan namun ketika tidak dilaksanakan 

akan menimbulkan rasa malu terhadap keluarga kedua mempelai. Pemberian 

bhen ghiben ditujukan agar perempuan merasa bahagia saat dinikahi dan 

sebagai bentuk penghormatan terhadap perempuan. Bhen ghiben dalam teori 

 
27 Ibid. 

 
28 Jamilatuz Zahrah, “Tradisi Bhen Ghiben Dalam Perkawinan Adat Masyarakat 

Madura (Di Desa Barat Kecamatan Bluto Kabupaten Sumenep,” Tesis Fakultas Sayriah 

dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2025. 
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maslahah termasuk dalam kategori maslahah taḥsīniyyāt. Kemaslahatan ini 

bertujuan untuk memperkuat harmoni sosial dan menegakkan prinsip-prinsip 

etika, dengan fokus utama pada peningkatan kualitas hubungan antarkeluarga 

serta penguatan nilai-nilai moral dalam kehidupan bermasyarakat.29 

Tesis tersebut memiliki kesamaan dengan penelitian yang akan 

dilakukan, keduanya sama-sama membahas mengenai tradisi pemberian dalam 

perkawinan adat selain mahar. Perbedaan keduanya terletak pada objek 

penelitian, yang dalam tesis ini adalah tradisi bhen ghiben di Madura sedangkan 

penelitian yang akan diteliti penulis adalah tradisi pemberian pitukon di 

Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. Selain itu, penelitian sebelumnya 

menggunakan pendekatan sosiologi hukum dan teori maslahah al-mursalah, 

sedangkan penelitian terbaru dianlisis menggunakan teori tindakan sosial milik 

Max Weber.30 

Ketiga, tesis yang berjudul“Pemberian Duit Asap Sebagai Adat 

Pernikahan Dalam Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam 

(Studi Desa Tambangan Kelekar Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara 

Enim”,31 karya Muzakki Mursyad Adib. Dalam tesis tersebut dipaparkan bahwa 

terdapat tradisi duit asap, yakni pembayaran yang harus dipenuni calon 

mempelai laki-laki di luar mahar. Harta yang diberikan digunakan untuk modal 

 
 

 30 Ibid. 

 

    31 Muzakki Mursyad Adib, “Pemberian Duit Asap Sebagai Adat Pernikahan Dalam 

Undang-Undang Simbur Cahaya Perspektif Hukum Islam (Studi Desa Tambangan Kelekar 

Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim,” Tesis Fakultas Sayriah dan Hukum UIN 

Sunan Kalijaga, Yogyakarta, 2022. 
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awal dalam menjalani kehidupan rumah tangga suami istri setelah menikah. 

Adapun fokus pembahasan dalam tesis Muzaki adalah mengapa tradisi 

pemberian duit asap masih terus dipertahankan masyarajat dan bagaimana 

tinjaun ‘urf dan maqāsid syarī‟ah terhadap tradisi tersebut. 

Berdasarkan hasil penelitian, eksistensi duit asap yang dilakukan oleh 

masyarakat setempat dikarenakan adat tersebut sudah dilaksanakan sejak 

dahulu dan diatur dalam Undang-Undang Simbur Cahaya atau peraturan yang 

berlaku bagi masyarakat Palembang. Selanjutnya, tradisi duit asap termasuk 

dalam kategori al-‘urf as-ṣaḥiḥ. Tradisi duit asap merupakan sesuatu yang telah 

dilakukan turun temurun, serta di perkuat oleh metode istihsan yang merupakan 

sesuatu kegiatan yang dianggap baik dalam masyarakat.32 

Tesis karya Muzakki memiliki kemiripan dengan tema yang akan diteliti 

oleh penulis, yakni kesamaan pada topik penelitian dalam hal ini adalah 

pemberian di luar mahar. Namun perbedaan keduanya terletak pada jenis tradisi 

dan pendekatan penlitian yang digunakan sebagai pisau analisis. Penelitian 

terdahulu, menggunakan objek tradisi pemberian duit asap di Kabupaten Muara 

Enim dengan pendekatan hukum Islam, sedangkan penelitian yang akan 

dilakukan objeknya adalah tradisi pemberian pitukon di Kecamatan Sukolilo, 

Kabupaten Pati dengan tinjauan teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh 

Max Weber.33 

 
32 Ibid.  

 
33 Ibid.  
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Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Izzatul Iffah, Syahidin dan Agus 

Fakhrudin dengan judul “Tradition Beli Suami In Area Pariaman, West 

Sumatera, Based on Islamic Glasses”. Tradisi beli suami merupakan rangkaian 

adat dalam pernikahan yang dilaksanakan masyarakat Pariaman, Sumatera 

Barat, dimana keluarga dari mempelai perempuan memberikan pemberian 

tertentu berupa uang atau barang berharga lainnya kepada pihak mempelai laki-

laki. Tradisi tersebut secara kontekstual tidak diartikan sebagai perdagangan 

manusia namun sebagai simbol untuk memuliakan pasangan terutama pihak 

laki-laki. Hal tersebut disebabkan daerah Minangkabau yang menganut sistem 

kekerabatan matrinial, sehingga menyebabkan laki-laki memiliki lebih sedikit 

hak dibandingkan perempuan. Jurnal di atas  menggunakan hukum Islam 

sebagai alat untuk menganalisis fenomena tersebut, sehingga terdapat unsur 

kebaruan dalam penelitian yang akan dilakukan, yakni dengan menggunakan 

teori tindakan sosial yang dikemukakan Max Weber untuk menganalisis 

fenomena pitukon dalam adat pernikahan masyarakat Sukolilo. 34 

Penelitian yang ditulis oleh Basiruddin dalam artikel jurnal yang 

berjudul “Mahar And Dui' Menre' In Bugis Marriage, Sidenreng Rappang 

District”. Dalam tulisannya dikatakan bahwa mahar dan dui' menre' merupakan 

sesuatu yang wajib dipenuhi dalam pelaksanaan pernikahan oleh mempelai laki-

laki. Dui' menre' atau disebut dengan uang belanja merupakan harta yang 

diberikan mempelai laki-laki kepada calonnya untuk digunakan sebagai biaya 

 
  34 Izzatul Iffah dkk., “Tradition ‘Beli Suami’ in Area Pariaman, West Sumatera, 

Based on Islamic Glasses,” JUSPI (Jurnal Sejarah Peradaban Islam) 8, no. 2 (2025): 423, 

https://doi.org/10.30829/juspi.v8i2.22296. 
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keseluruhan keperluan dalam pelaksanaan upacara pernikahan. Basiruddin 

mengkaji bagaiamana perspektif hukum Islam terhadap pemberian mahar dan 

dui' menre'. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil penelitiannya adalah tradisi 

pemberiaan dui' menre' diperbolehkan. Unsur kebaruan dalam penelitian yang 

akan dilakukan adalah pada objek dan lokasi penelitian, yakni tradisi pitukon di 

Desa Sukolilo, Kecamatan Sukolilo, Kabupaten Pati. 35 

Berdasarkan lima (5) hasil penelitian terdahulu yang mengkaji 

permasalahan serupa, peneliti menyajikan analisis komparatif yang mencakup 

persamaan, perbedaan serta unusr kebaruan dari masing-masing penelitian. 

Analisis tersebut disusun dalam bentuk tabel sebagai berikut:  

Tabel 1. 1 Telaah Pustaka 

No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

1. Anifa Nur 

Faidah 

Tradisi 

Peningset dan 

Tukon 

Perspektif 

Sosiologi 

Hukum Islam 

(Studi Kasus 

Desa 

Hargotirto 

Kecamatan 

Kokap 

Kabupaten 

Kulon Progo) 

(Tesis) 

Kesamaan dalam 

topik penelitian, 

mengenai tradisi 

pemberian harta 

selain mahar dalam 

pernikahan 

-Objek dan lokasi 

penelitian, yang 

dalam tesis ini  

adalah  peningset 

dan tukon di  Desa 

Hargotirto 

Kecamatan Kokap 

Kabupaten Kulon 

Progo, penelitian 

selanjutnya objek 

dan lokasinya 

adalah tradisi 

pitukon di Desa 

Sukolilo, 

Kecamatan 

Sukolilo, 

Kabupaten Pati 

 

 
35 Basiruddin Basiruddin, “Mahar and Dui’ Menre’ in Bugis Marriage, Sidenreng 

Rappang District,” Al-Iftah: Journal of Islamic Studies and Society 3, no. 2 (2023): 12–39, 

https://doi.org/10.35905/aliftah.v3i2.6411. 
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No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

-Penelitian 

sebelumnya 

menggunakan 

pendekatan 

sosiologi hukum 

Islam, sedangkan 

penelitian terbaru 

dianalisis 

menggunakan teori 

tindakan sosial, 

Max Weber 

2. Jamilatuz 

Zahrah 

(2025) 

Tradisi Bhen 

Ghiben 

Dalam 

Perkawinan 

Adat 

Masyarakat 

Madura (Di 

Desa Barat 

Kecamatan 

Bluto 

Kabupaten 

Sumenep 

(Tesis) 

- Membahas 

mengenai tradisi 

pemberian dalam 

perkawinan adat 

selain mahar 

 

 

- Objek dan lokasi 

penelitian, yang 

dalam tesis ini  

adalah tradisi 

bhen ghiben di 

Madura 

sedangkan 

penelitian yang 

akan diteliti 

penulis adalah 

tradisi pemberian 

pitukon di 

Kecamatan 

Sukolilo, 

Kabupaten Pati 

 

- Tesis ini ditinjau 

menggunakan 

dua pendekatan, 

yakni sosiologi 

hukum dan 

maslahah 

mursalah 

Penelitian terbaru 

menggunaka teori 

tindakan sosial 

sebagai pisau 

analisis 

3. Muzakki 

Mursyad 

Adib 

(2022) 

Pemberian 

Duit Asap 

Sebagai Adat 

Pernikahan 

Dalam 

Kesamaan dalam 

topik penelitian, 

mengenai tradisi 

pemberian harta 

- Jenis 

tradisi,lokasi dan 

pendekatan 

penlitian yang 

digunakan 
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No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

Undang-

Undang 

Simbur 

Cahaya 

Perspektif 

Hukum Islam 

(Studi Desa 

Tambangan 

Kelekar 

Kecamatan 

Gelumbang 

Kabupaten 

Muara Enim 

(Tesis) 

selain mahar dalam 

pernikahan  

sebagai pisau 

analisis. 

Penelitian 

terdahulu, 

menggunakan 

objek tradisi 

pemberian duit 

asap di 

Kabupaten Muara 

Enim dengan 

pendekatan 

Hukum Islam, 

sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

objeknya adalah 

tradisi pemberian 

pitukon di 

Kecamatan 

Sukolilo, 

Kabupaten Pati 

dengan teori 

tindakan sosial 

sebagai pisau 

analisis. 

 

4. Izzatul 

Iffah, 

Syahidin 

dan Agus 

Fakhrudin  

(2025) 

Tradition Beli 

Suami In 

Area 

Pariaman, 

West 

Sumatera, 

Based on 

Islamic 

Glasses 

(Artikel 

Jurnal) 

- Membahas 

mengenai tradisi 

pemberian dalam 

perkawinan adat 

selain mahar 

 

- Jenis tradisi dan 

lokasi penelitian. 

Penelitian 

terdahulu 

meneliti tradisi 

Beli di Sumatera 

Barat, sedangkan 

penelitian yang 

akan dilakukan 

meneliti pitukon 

di Pati 

- Pendekatan 

penlitian yang 

digunakan 

sebagai pisau 

analisis hukum 

Islam, penelitian 

terbaru 
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No Nama 

Penulis 

Judul 

Penelitian 

Persamaan Perbedaan 

menggunakan 

teori tindakan 

sosial 

5. Basiruddin 

(2023) 

“Mahar And 

Dui' Menre' 

In Bugis 

Marriage, 

Sidenreng 

Rappang 

District 

(Artikel 

Jurnal) 

- Membahas 

mengenai tradisi 

pemberian dalam 

perkawinan adat 

selain mahar 

 

- Jenis tradisi dan 

lokasi penelitian. 

Penelitian 

terdahulu 

membahas tradisi  

dui' menre' di 

Bugis. 

Sedangkan 

penelitian terbaru 

membahas tradisi 

pitukon di Desa 

Sukolilo. 

- Pendekatan 

penelitian. 

Penelitian 

terdahulu 

menggunakan 

perspektif hukum 

Islam. Sedangkan 

penelitian yang 

terbaru 

menggunakan 

teori tindakan 

sosial yang 

dikemukakan 

oleh Max Weber. 

 

Berdasarkan telaah pustaka yang telah penulis lakukan, dapat 

disimpulkan bahwa tidak ditemukan penelitian yang mengkaji mengenai alasan 

tradisi pemberian pitukon di desa Sukolilo, Kabupaten Pati terus dilakukan dan 

bagaimana praktik tersebut jika dianalisis menggunakan teori tindakan sosial 

yang dikemukakan oleh Max Weber. Penelitian-penelitian terdahulu banyak 

mengulas berbagai bentuk praktik pemberian dalam adat pernikahan di 

Indonesia, namun tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tersendiri dalam 
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melaksanakan dan memaknai tradisinya. Perbedaan ini menunjukkan bahwa 

pitukon sebagai bagian dari adat pernikahan di Sukolilo masih belum banyak 

dieksplorasi dalam kajian akademik. Oleh karena itu, penelitian ini dianggap 

penting untuk dikaji. 

E. Kerangka Teoretik 

Kerangka teoretik merujuk pada kerangka konseptual yang akan 

digunakan sebagai alat analisis peneliti untuk mengkaji permasalahan yang 

menjadi fokus penelitian.36  Dalam penelitian ini, fokus kajian diarahkan pada 

tradisi pitukon yang terus dipraktikkan masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan 

Sukolilo, Kabupaten Pati, meskipun dalam praktiknya menjadi beban ekonomi 

bagi beberapa masyarakat.  

Tradisi pitukon telah berkembang menjadi norma tidak tertulis 

(unwritten law),37 yang menciptakan rasa keterikatan kolektif masyarakat 

terhadap tradisi pitukon. Meskipun tidak diatur dalam hukum Islam maupun 

hukum positif Indonesia, keberadaan tradisi pitukon tetap menjadi bagian 

penting dalam tatanan sosial masyarakat Desa Sukolilo. Pitukon merupakan 

bagian dari hukum yang berkembang dan berakar dalam kehidupan masyarakat. 

 
36 El- Guyani, Munahayati, dan Luthfi, “Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas 

Syariah Dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta,” hlm.8. 

 
37 Muhammad Jufri, “Kekuatan Hukum Tidak Tertulis Sebagai Sumber Hukum 

Wad’i Di Indonesia,” Jurnal Lisan al Hal,Vol.7, No. 2 (t.t.): hlm.414. 
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Dalam penelitian ini, fenomena tersebut dianalisis menggunakan teori tindakan 

sosial yang dikemukakan oleh Max Weber.38 

Lebih lanjut, guna melihat sejauh mana norma tidak tertulis seperti 

pitukon dapat memperoleh legitimasi sosial dan menciptakan tekanan kolektif, 

digunakan pendekatan pendukung berupa konsep hukum sebagai alat kontrol 

dan rekyasa sosial yang dikemukakan oleh Roscooe Pound.39 

1. Tindakan Sosial (Social Action)  Max Weber 

Maximilian Weber, seorang sosiolog berkebangsaan Jerman yang 

juga disebut sebagai salah satu pendiri awal ilmu sosiologi,40 berpandangan 

bahwa masyarakat terbentuk melalui relasi antarindividu yang saling 

berinteraksi. Setiap interaksi melibatkan dua aktor atau lebih, yang masing-

masing individu bertindak berdasarkan tujuan tertentu dan makna subjektif 

yang melekat pada tindaknnya.41 

Weber membedakan antara tindakan manusia secara umum dan 

tindakan sosial. Suatu perilaku baru dikategorikan sebagai tindakan sosial 

(social action) apabila individu yang melakukannya memberikan makna 

 
38 Miftahul Fikria dan Agoes Moh Moefad, “Analisis Teori Tindakan Sosial Max 

Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal 

Kemasyarakatan,” Jurnal An-Nuha Vol.11, No.1 (Juli 2024). 

 
39 Muchammad Galih Yuliansyah, Frisca Indriani, dan Dinda Amalia Kamila, 

“Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber” Vol.8, 

no. 2 (2024). 

 
40 Fikria dan Moefad, “Analisis Teori Tindakan Sosial Max Weber Dan Fakta 

Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal Kemasyarakatan,” hlm.112. 

 
41 Methodius Kossay, Teori Sosiologi Hukum (Yayasan Prima Agus Teknik, 

2024), hlm.17. 
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subjektif terhadap tindakannya serta mempertimbangkan respons pihak lain. 

Selain itu, tindakan sosial merujuk pada perilaku orang di masa lalu, masa 

sekarang, maupun yang akan datang. Oleh karena itu, tindakan sosial 

senantiasa berorientasi pada harapan dan tujuan tertentu yang terarah pada 

perilaku orang lain, baik yang terjadi di masa lalu, masa kini, maupun yang 

akan datang.42 

Dalam kerangka pemikirannya, Weber mengemukakan bahwa suatu 

perilaku dapat dikatakan tindakan sosial apabila memiliki ciri, sebagai 

berikut:43 

a. Pertama, tindakan sosial merupakan perilaku manusia yang memiliki 

makna subjektif bagi pelakunya. Artinya, tindakan tersebut dilandasi 

oleh maksud dan pemaknaan tertentu yang dipahami oleh pelaku.  

b. Kedua, tindakan sosial dapat berupa tindakan nyata yang bersifat 

membatin dan subyektif. Maksudnya, tindakan tersebut benar-benar 

terjadi dalam kesadaran pelaku dan memiliki makna, meskipun tidak 

selalu tampak secara fisik. 

c. Ketiga, suatu tindakan menimbulkan pengaruh positif dari suatu situasi 

yang sengaja diulang dan diterima secara tidak langsung oleh 

 
42 Ahmad Muzaki, Saifullah, dan Ali Hamdan, “Analisis Teori Tindakan Sosial 

Max Weber Terhadap Mentoring Poligami Yang Viral Di Media Sosial (Studi Kasus di 

Pesantren Tahfidz Qur’an Ma’had Yashma Serang Banten).,” Jurnal Darussalam: Jurnal 

Pendidikan, Komunikasi dan Pemikiran Hukum Islam Vol. 15, no. 1 (7 September 2023): 

hlm.19, https://doi.org/10.30739/darussalam.v15i1.2267. 

 
43 Asmawati dkk., “Tradisi Dalam Perpektif Tindakan Sosial Max Weber: Studi 

Kasus Tradisi Ma’balla Di Desa Ranga,” Journal of Humanity and Social Justice Vol.7, 

No.1 (2025): hlm.29-30. 
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masyarakat. Pengulangan tersebut menjadikan tindakan sebagai bagian 

dari kebiasaan sosial yang mendapatkan legitimasi secara diam-diam, 

tanpa harus dituangkan dalam bentuk aturan tertulis. 

d. Keempat, suatu tindakan sosial selalu ditujukan  kepada pihak lain, baik 

itu individu maupun kelompok tertentu. Singkatnya, suatu tindakan 

memiliki keterlibatan dengan orang lain. 

e. Kelima, tindakan sosial dilakukan dengan mempertimbangkan perilaku, 

sikap, serta ekspektasi orang lain. 

Teori tindakan sosial Weber menitikberatkan pada motif serta tujuan 

di balik setiap tindakan individu. Dengan memberikan perhatian pada 

makna subjektif yang mendasari tindakan, pendekatan ini memungkinkan 

analisis yang lebih mendalam terhadap ragam perilaku, baik pada tataran 

personal maupun kolektif. Teori ini menawarkan cara pandang yang 

sistematis dalam menelusuri latar belakang dan tujuan perilaku individu 

maupun kelompok secara lebih terarah.44 

Lebih lanjut, Weber membagi tindakan sosial menjadi 4 (empat) tipe 

berdasarkan orientasi tindakannya. Adapun uraiannya sebagai berikut:45 

 
44 Miftahul Fikria dan Agoes Moh Moefad, “Analisis Teori Tindakan Sosial Max 

Weber Dan Fakta Sosial Emile Durkheim Dalam Pengenalan Tradisi Lokal 

Kemasyarakatan,” Jurnal An-Nuha Vol.11, No.1 (Juli 2024): hlm.113. 

 
45 Rukiyah Yunita Rambe dkk., Analisis Tindakan Sosial Max Weber Dalam 

Menentukan Partisipasi Pokmaswas Pada Masyarakat Pesisir Di Desa Pulau Pinang, 

Kecamatan Tambelan, Kabupaten Bintan, 2025, hlm.1527. 
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b. Instrumentally rational action atau tindakan rasionalitas instrumental, 

merupakan jenis  tindakan  yang dilandasi dengan tujuan yang logis dan 

mekanisme pencapaian yang dipilih secara rasional. 

c. Value rational action atau tindakan rasional nilai. Tindakan yang 

dilakukan pelaku berdasarkan nila-nilai yang diyakini, seperti norma 

agama, ideologi, atau prinsip moral tertentu. Sedangkan mekanismenya 

ditentukan oleh pertimbangan rasional.  

d. Affectual action ‘tindakan afektif’, merupakan tipe tindakan sosial 

secara spontan mengungkapkan perasaan atau emosi tanpa refleksi. 

e. Traditional action atau tindakan tradisional, yakni tipe tindakan sosial 

yang didukung oleh kebiasaan atau tradisi yang sudah lama mengakar 

dalam kehidupan sosial. Tindakan ini berlangsung secara otomatis 

karena diwariskan secara turun-temurun, tanpa pertimbangan rasional 

atau penalaran kritis dari pelakunya. 

Mengacu pada tipologi tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max 

Weber, peneliti akan menelaah secara mendalam makna subjektif, faktor, 

serta motivasi yang mendasari pelaksanaan tradisi pitukon oleh masyarakat 

Desa Sukolilo. Analisis ini bertujuan untuk memahami apakah praktik 

pitukon dilandasi oleh pertimbangan rasional demi mencapai tujuan 

tertentu, didorong oleh komitmen terhadap nilai-nilai budaya dan simbolik, 

muncul sebagai ekspresi emosi dan ikatan perasaan, atau hanya dijalankan 

secara otomatis sebagai kelanjutan dari warisan tradisi leluhur. 

2. Konsep Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial 
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Dalam perspektif sosiologi hukum, hukum dipahami sebagai bagian 

dari struktur sosial yang berkembang dalam masyarakat, bukan semata 

sebagai produk formal negara.46 Hukum memiliki fungsi untuk mengatur, 

mengarahkan, dan mengendalikan perilaku masyarakat agar selaras dengan 

nilai, norma, dan kepentingan kolektif yang berlaku. Dalam konteks ini, 

hukum juga dapat berperan sebagai alat rekayasa dan  kontrol sosial, yakni 

mekanisme yang digunakan oleh masyarakat untuk menetapkan perilaku 

apa yang dianggap melanggar hukum dan konsekuensi apa yang timbul 

akibat pelanggaran tersebut.47  

Proses yang mendorong masyarakat untuk tunduk dan patuh 

terhadap nilai dan norma yang berlaku dikenal sebagai pengendalian sosial. 

Tujuan dari pengendalian sosial adalah untuk membimbing dan membentuk 

perilaku individu agar sesuai dengan tatanan sosial yang diinginkan. 

Pengendalian ini dapat berlangsung secara sadar maupun tidak sadar, 

melalui pendidikan sosial, teguran, atau bahkan sanksi sosial.48 

Sebagai pranata sosial, hukum bersifat responsif terhadap kenyataan 

sosial, artinya hukum tidak berdiri di atas masyarakat, tetapi menyesuaikan 

diri dengan dinamika sosial yang terjadi. Karena itu, terlaksananya fungsi 

hukum sebagai alat kontrol sosial sangat bergantung pada kualitas regulasi 

 
46 Soesi Idayanti, Sosiologi Hukum, 1 (Yogyakarta: Tanah Air Beta, 20205), 

hlm.7. 

 
47 Ibid. hlm.33. 

 
48 Muchammad Galih Yuliansyah, Frisca Indriani, dan Dinda Amalia Kamila, 

“Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max Weber”Jurnal 

Hukum dan Kewarganegaraan, Vol..8, no. 2 (2024): hlm.4. 
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serta peran para penegak hukum. Meskipun demikian, dalam konsep kontrol 

sosial, hukum memiliki karakter yang formal dan koersif, yaitu tidak 

mengandalkan semata-mata pada kesadaran sukarela masyarakat untuk 

menaati hukum, melainkan juga melalui ancaman sanksi yang menyertai 

pelanggaran hukum.Sanksi dalam konteks ini dipahami sebagai bentuk 

penderitaan atau kerugian yang dikenakan kepada individu yang melanggar 

ketentuan yang telah disepakati secara sosial sebagai hukum.49 

Menurut Weber, dalam masyarakat tradisional, sistem hukum tidak 

sepenuhnya bertumpu pada peraturan tertulis dalam Undang-Undang, 

melainkan lebih didasarkan pada prinsip-prinsip moral yang bersumber dari 

adat istiadat, ajaran agama, serta nilai-nilai budaya lokal. Prinsip-prinsip ini 

dijadikan rujukan normatif yang tidak hanya bersifat simbolis, tetapi nyata 

dalam praktik kehidupan sehari-hari.50 Sejalan dengan pandangan tersebut, 

Roscoe Pound menawarkan pendekatan law as a tool of social engineering, 

yakni hukum sebagai alat rekayasa sosial. Ia berpendapat bahwa hukum 

memiliki peran aktif dalam membentuk, menata, dan menyelaraskan 

hubungan sosial melalui penguatan nilai-nilai kolektif. Hukum tidak hanya 

hadir sebagai pengatur kehidupan, tetapi sebagai sarana untuk membentuk 

struktur masyarakat secara terencana demi mencapai kesejahteraan dan 

keteraturan. Pound juga menekankan pentingnya norma-norma sosial yang 

 
49 Ibid.hlm.5. 

 
50 Ibid. Relasi Antara Hukum Dan Kebudayaan Dalam Perspektif Sosiologis Max 

Weber, 2024, hlm.3. 
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tidak tertulis termasuk adat dan tradisi, karena hal tersebut merupakan 

bagian dari hukum substantif yang efektif bila telah memperoleh legitimasi 

dari masyarakat.51  

Mengacu pada konsep hukum sebagai alat rekayasa dan kontrol 

sosial, peneliti akan menganalisis sejauh mana norma tidak tertulis seperti 

pitukon memperoleh legitimasi sosial, menciptakan tekanan kolektif, serta 

menghadirkan sanksi sosial bagi mereka yang menyimpang.  

F. Metode Penelitian 

Metode penelitian didefinisikan sebagai serangkaian cara atau langkah- 

langkah sistematis untuk menyelidiki suatu permasalahan, yang bertujuan untuk 

memecahkan masalah sehingga menghasilkan pengetahuan yang bermanfaat 

bagi kehidupan manusia.52 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah field 

research atau penelitian lapangan.53 Penelitian ini berusaha menganalisis 

praktik pemberian pitukon pada masyarakat Desa Sukolilo, Kecamatan 

Sukolilo, Kabupaten Pati, yang informasi tersebut diperoleh dari sasaran 

penelitian yang disebut responden dan informan melalui instrumen 

pengumpulan data seperti, observasi, wawancara dan sebagainya. 

 
51 Rasji dkk., “Hukum Sebagai Alat Rekayasa Sosial: Gagasan Roscoe Pound dan 

Relevansinya Bagi Reformasi Hukum di Indonesia,” Jurnal Hukum Lex Generalis, 2025, 

hlm.4. 
52 Rifa’i Abubakar, Pengantar Metodologi Penelitian (Yogyakarta: SUKA-Press 

UIN Sunan Kalijaga, 2021). 

 
53 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian (Banjarmasin: Antasari Press, 

2011), hlm.15. 
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2. Sifat Penelitian  

Penelitian ini bersifat deskriptif-analitis, dengan tujuan menjelaskan 

dan menggambarkan secara sistematis realitas yang terjadi dalam 

pelaksanaan  tradisi pemberian pitukon  pada masyarakat Kecamatan 

Sukolilo.54 Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menganalisis permasalahan 

tersebut dengan perspektif sosiologi hukum. 

3. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologi hukum dengan 

teori tindakan sosial yang dikemukakan oleh Max Weber. Pendekatan 

tersebut dipilih karena penelitian ini berfokus pada analisis mengapa 

masyarakat terus mempraktikkan tradisi pitukon. Melalui pendekatan 

tersebut dapat diketahui apa yang menjadi alasan atau motivasi yang 

melatarbelakangi masyarakat Desa Sukolilo mempraktikkan pitukon hingga 

saat ini. Selain itu, digunakan konsep hukum sebagai alat kontrol sosial atau 

law is a tool of social control, untuk menganalisis keterikatan masyarakat 

terhadap tradisi pitukon. 

4. Sumber Data 

Dalam penelitian ini, sumber data dikategorikan menjadi dua jenis, 

yakni sumber data primer dan sumber data sekunder. Sumber data primer 

dikumpulkan melalui studi lapangan serta wawancara dengan melibatkan  6 

(enam) narasumber utama. Di antaranya,  3 (tiga) pasangan suami istri yang 

 
54 Zuchri Abdussamad, Metode Penelitian Kualitatif (CV. Syakir Media Press, 

2021), hlm.84-85. 
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telah menikah dengan melaksanakan tradisi pitukon. Selain itu, wawancara 

juga dilakukan dengan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukolilo, 

Kepala Desa Sukolilo, dan tokoh masyarakat setempat.  

Untuk melengkapi data primer, diperlukan data sekunder sebagai 

pendukung. Data sekunder diperoleh dari berbagai sumber, seperti buku, 

artikel jurnal, dan media masa. 

5. Teknik Pengumpulan Data 

Teknik yang digunakan penyusun dalam pengambilan data lapangan 

adalah wawancara. Pada penelitian ini wawancara dilakukan peneliti 

dengan menyampaikan pertanyaan-pertanyaan secara langsung dan 

terstruktur kepada informan.55 

 
55 Rahmadi, Pengantar Metodologi Penelitian, hlm.75. 



 

 

 

BAB V 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penilitian yang dilakukan, pada bagian ini penulis 

memberi kesimpulan sebagai berikut:  

1. Dalam tinjauan tindakan sosial Max Weber, pitukon tidak dapat 

dikategorikan secara tunggal ke dalam satu jenis tindakan sosial menurut 

klasifikasi Max Weber. Sebaliknya, pitukon merupakan praktik sosial yang 

kompleks, mencerminkan keberadaan keempat jenis tindakan sosial secara 

bersamaan.  Pertama, pitukon merupakan tindakan tradisional, karena 

dilakukan berdasarkan kebiasaan yang diwariskan turun-temurun tanpa 

pertimbangan rasional yang mendalam. Kedua, ia termasuk tindakan 

rasional berorientasi nilai (wertrational), karena pelaksanaannya didasari 

oleh keyakinan bahwa penghormatan terhadap perempuan melalui pitukon 

akan membawa keberkahan dan keharmonisan rumah tangga. Ketiga, 

pitukon juga merupakan tindakan rasional instrumental (zweckrational), di 

mana individu melaksanakannya sebagai strategi untuk menghindari sanksi 

sosial seperti cibiran, rasa malu, dan pengucilan. Terakhir, pitukon 

mencerminkan tindakan afektif, karena pelaksanaannya dilatarbelakangi 

oleh perasaan bangga, haru, serta penghormatan emosional terhadap pihak 

perempuan dan keluarga.  

2. Menurut tinjaun Rosoe Pound, Tradisi pitukon dalam masyarakat Desa 

Sukolilo dapat dipahami sebagai bentuk hukum yang hidup (living law) 

yang menjalankan fungsi rekayasa sosial. Meskipun tidak memiliki 
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kekuatan hukum formal, pitukon berfungsi sebagai alat kontrol sosial yang 

mengatur perilaku masyarakat melalui empat motivasi utama: ketaatan 

terhadap adat, simbol status sosial, nilai-nilai budaya, dan kekhawatiran 

terhadap sanksi sosial. Tradisi ini menunjukkan bahwa hukum dapat lahir 

dari norma sosial yang hidup dan mendapat legitimasi kolektif.konsep 

hukum sebagai alat kontrol sosial, pitukon dapat dipahami sebagai bentuk 

kontrol sosial berbasis living law, yakni hukum yang hidup dalam praktik 

masyarakat yang mampu membentuk kepatuhan tanpa harus bergantung 

pada sistem hukum formal atau pertauran tertulis. Hal ini menunjukkan 

bahwa dalam realitas sosiologis, hukum tidak selalu identik dengan produk 

legislasi, tetapi juga dapat berupa nilai dan adat yang telah mendapat 

legitimasi sosial dan kultural. 

B. Saran 

Guna memperkaya nilai akademis serta kontribusi praktis dari penelitian 

ini, penambahan beberapa saran-saran yang dinilai penting sebagai pelengkap 

kajian, sebgai berikut: 

1. Perlu dilakukan sosialisasi yang berkelanjutan kepada Masyarakat, 

khususnya generasi muda, mengenai makna dan nilai-nilai filosofis yang 

terkandung dalam tradisi pitukon. Sosialisasi ini bertujuan agar generasi 

muda tidak memaknai pitukon semata sebagai beban ekonomi atau 

keterpaksaan sosial, melainkan memahami bahwa pitukon merupakan 

simbol penghormatan, kesungguhan, dan tanggung jawab dalam 

membangun rumah tangga. Pemahaman yang utuh terhadap nilai-nilai ini 
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diharapkan mampu mengubah cara pandang masyarakat sehingga 

pelaksanaan pitukon tidak lagi bersifat formalistik, melainkan reflektif dan 

bernilai budaya. 

2. Untuk penelitian lebih lanjut disarankan mengkaji dampak jangka panjang 

terhadap tradisi relasi keluarga dan bebam finansial pasangan baru. Hal ini 

penting agar pelestarian budaya tidak berujung pada praktik yang 

kontraproduktif terhadap kesejahteraan masyarakat. 
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